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Pajak Transaksi Kripto Capai Rp 82 Miliar

JAKARTA — Menteri Kenang-
an Sri Mulyani Indrawati menye-
but pajak pertambahan nilai
(PPN) aset kripto terkumpul Rp
82,85 miliar per 30 September
2022,

"Adapun pajak penghasilan
(PPh) Pasal 22 atas transaksi aset
kripto melalui perdagangan me-
lalui sistem elektronik (PMSE)
dalam negeri telah terkumpul
senilai Rp 76,27 miliar,” kata Sri
Mulvani dalam Konferensi Pers
APBN KiTa daring, Jumat (21/10).

Selain pajak transaksi aset
kripto, pemerintah melalui UU
Nomor7 Tahun 2021 tentang Har-
monisasi Peraturan Perpajakan
(HPP)juga memungut pajak dari
perusahaan pembiayaan berbasis
tekmologi atau fintech peer to peer
lending.

Senilai Rp 90,05 miliar telah
terkumpul dari pemungutan PPh
Pasal 23 atas bunga pinjaman
vang diterima dari fintech dalam
negeri dan Rp 40,04 miliar dari

PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman
vang diterima fintech luar negeri.
Pemerintah juga memungut PPN
dari PMSE senilai Rp 4,06 triliun
atau melampaui capaian sepan-
jang 2021 yvang senilai Rp 3,00
triliun seiring dengan pertam-
bahan PMSE dari 94 pada 2021
menjadi 36 pada 2022,
"Sekarang perusahaan jasa
digital vang patuh untuk mem-
bayar pajak terus meningkat dan
setoran pajaknva juga terus
meningkat,” ujar Sri Mulyani.
Senilai Rp 6,87 triliun juga di-
kumpulkan sebagai dampak pe-
nyesuaian tarif PPN dari 10 persen
menjadi 11 persen yang berlaku
pada 1 April 2022, "Saat mulai di-
implementasikan kenaikan tarif
PPN berkontribusi sekitar Rp 7
triliun terhadap penerimaan
pajak. Ini cukup bagus dan meng-
gambarkan peningkatan kegiatan
ekonomi,” kata dia menjelaskan.
Sri Mulyani menyebut pene-
rimaan pajak sepanjang Januari-

September 2022 mencapai Rp
1.310,5 triliun ataun 88,3 persen
dari target APBN 2022, Peneri-
maan pajak masih cukup kuat dan
tumbuh 54,2 persen sepanjang
Jamiari sampai September 2022,

Dalam kesempatan berbeda
sebelumnya, Direktur Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan
Suryo Utomo mengatakan,
penagihan pajak kripto sejak Mei
2022 sejalan dengan pelaksanaan
UU HPP.

"Pajak kripto mulai ditagih
pada Mei, lalu penyetoran awal
dilakukan pada Juni zo22," kata
Suryo.

Adapun besaran pajaknya se-
besar 0,11 persen dan 0,22 persen
khusus PPN serta 0,1 persen dan
0,02 persen melahu PPh Pasal 2o
final. Ditjen Pajak juga melakukan
pemajakan atas perusahaan
fintech peer to peer lending.

Kepala Biro Pembinaan dan
Pengembangan Perdagangan Ber-
jangka Komoditi Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi
(Bappebti) Tirta Karma Senjaya
menjelaskan, saat ini Bappebti
sedang membentuk kelembagaan
yang terlibat dalam perdagangan
fisik aset kripto untuk menjaga ke-
amanan transaksi perdagangan.
Termasuk untuk memastikan
kesesuaiannya dengan peraturan
yvang telah ditetapkan dan
transparan.

"Bursa aset kripto, kliring, dan
pengelola tempat penyimpanan
aset kripto sedang dalam tahap
pendaftaran dan penilaian perizin-
an. Bappebti tidak ingin terbur-
buru untuk memastikan ekosis-
tem vang terbentuk dapat berjalan
dengan baik sesuai fungsinya,”
kata Tirta.

Tirta menambahkan, seluruh
lembaga vang dibentuk pada eko-
sistem perdagangan aset kripto
memiliki fungsi untuk melakukan
pengawasan dan menerima pela-
poran dari pedagang aset kripto.
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